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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyvelenggaraan pemerintashan dan
vembangunan deerah merupakan suatu kesatuan dengan pola
pembangunan nasional dan  merupakan keseluruhan
pembangunan vyvang mempunyai “arti strategis, karena
daerah adalah basis atau landasan ketahanan nasional
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan hal itu., maka pembangunan daerah
merupakan hagian yang tidak  terpisashkan  dengan
pembangunan nasional. sebab keseberhasilan pembangunan
daerah memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju tercapaianya keadilan sosial  bagi
seluruh rakyat. Kegiatan pembangunan diberbagai aspek
kehidupan masyarakat daerah adalah sangat kompleks.
walaupun ruang lingkupnva sempit vang merupakan bagian
administratif terkecil dan beban pemerintahan yang

terendah langsung di bawah Bupati. serta beberapa unsur

vang mengztur atau untuk menve lenggarakan rumszh
tangganwya gendiri

Jrdi dalam hal ini pemerintah dasrah berhal
mengatuyr dan mensurns rumsh tanggsnya gendiri  gesuai




tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah. Penyelengga-
raan 8istem pelayvanan administrasi pemerintahan dan
pembangunan daerah.

Dasar ietentuan renvelenggaraan tersebut telah
digariskan baik kekuasaan maupun wewenang pemerintah
Daérah. Dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada
da?rah harus didasarkan .pada faktor-faktor.
perhitungan—-perhitungan dan tindakan-tindakan atau
kebijaksanaan yang benar dapat menjamin daerah secara
nyata dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk
mengisi otonomi daerah merupakan daerah merupakan suatu
kewajiban pemerintah daersh. Untuk itu perlu diberi
kewenangan menggali sumber-sumber pengelolaan izin

mendirikan bangunan. Ini akan memungkinkan dasrash

——mt
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danat diherikan kerada daerah, maka koapads daerah
diwaiibksan nuntunlk menzgagall gegala sumher—samher
rengelalazan izmin mendirilkan hangiman sgsendiri

Kalhntnha -

Eebutnhan sumber-sumber pembiayznan yang coculmn
itk memnerlancar penyvelenggarasn otonomid daprnah
gehingon gemakin diragalan hagitn mentingnua

komplikasi dari kebuntnhan masyarakat yang menambah
volume pekerjaan pemerintah daerah. Berkaitan dengan
itu khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja., dibutubkan
sumber-sumber pembiavaan ini yang memadai dalam
mewujudkan otonominya. Namun.kenyataan sekarang ini
menunjukkan adanya sumber pengelolaan izin mendirikan
bangunan relatif yang be%um mampu memenuhi kewajibannya
setiap tahunnya.

Adanya kenvataan demikian ini meka disebabkan
pengelolaan izin mendirikan bangunan masih diharapkan
pada masih relatif kurangnya kesadaran masyvarakat.

Bertitik tolak dari uraian di atas. maka sebagai
alasan pokok renulis memilih judul “Sistem Pelayvanan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Kantor Dinas PU
Tata Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja”.
sebagai berikut :

1. Dalam hubungan ini penulis mengkaji sejuah mana
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remerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
vang berkewajiban untuk melaksnakan sistem pelayanan
izin mendirikan bangunan, perlu ditingkatkan sebagai
vang telah diharapkan oleh pemerintah terutama dalam
rangka  pembangunan Nasional pada umumnya  dan
pembangunan daerah pada khususnya.

Sebagai daerah otonom guna mewujudkan otonomi daerah
secara nyata dan bertanggung jawab pelayanan izin
mendirikan bangunan di daerah memegang peranan yang
menentukan sebagai salah satu terwujudnya ekonomi.
Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja banvak
terdapat sumber-sumber pengelolaan izin mendirikan
bangunan. Mengingat daerah ini sengat potensial dan
yang merupakan daeréh parawisata yang cukup terkenal
diseluruh  tanah air Indonesia, dan  khususnya
Propinsi Sulawesi Selatan., serta merupakan jalur
lalu lintas perdagangan antara  Kabupaten dan
Propinsi vang ada di Indonesia.

Dari beberaps alasan tersebut diatas, ‘maka dapat

menunjukkan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan

itu adalah sangat memegang peranan sebagai salash satu

retribusi vang hasilnya dapat diarzhkan semata-mata

mwntuk meningkatkan pembangunan. khususnys pembangunan

di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.




Pembatasan dzn Rumusan Masalah
ik

Bertiti tolak dari 1latar belakang masz=lah

seperti diuraikan dimuka, maka penulisz membatasi dan

merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai ber{;ut :

1.

Bagaimanakah gistem pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja?

. Sejanuh manakah sistem pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) memberikan konstribusi terhadap
pendapatan asli daerah di Kabupaten Daerah Tingkat

II Tana Toraja ?

. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam menerap-

kan sistem pelayvanan izin mendiriken bangunan di

kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja ?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sistem pelayanan izin mendiri-
kan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana
Toraja.

b. Untuk mengetahui sistep pelayvanan izin' mendiri-
kan bangunan memberikan konstribusi terhadap
pendapatan asli Daerah di Kabupaten  Daerah
Tingkat II Tana Toraia.

c. Untuk mengetshui kendala-kendala yang dihadapi

dalam menerapkan sistem pelayanan izin mendirikan




bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana
Toraja.
2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai  informasi bagi pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tana Toraja dalam rangka usaha
meningkatkan sistem vpelavanan izin mendirikan
bangunan (IMB).

b. Merupakan bahan masukan terhadap penelitian lain
vang ingin memperdalam tentang sistem pelayanan
izin mendirikan bangunan dan seterusnya dijadikan

bahan perbandingan.

D. Metode Penelitian
1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe Penelitian
Dalam vpenelitian ini tipe penelitian  yang
digunakan penulis adalah tipe penelitian yang
deskriptif vang  dimaksudkan adalah untuk
memberikan uraian gambaran tentang  sistem
pelayanan izin mendirikan bangunan, agar aparat
tidak konsisten dengan IMB terhadap dan kendala
vang dihadapi dalam menerapkan sistem pelayanan
iéin mendirikan bangunan,

b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian vang digunakan adalsh survei
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Dheervagl (pengamatan} walni penulis lalulan
dengan pengamatan secara langsung terhadan obyek

o’

3. Porulasi dan Sampel

a.

Populasi '

Populasi adalah jumlah keseluruhan terhadap obyek
vang diteliti. Adapun populasi yang diambil untuk
memiliki kriteria penulisan skripsi ini adalah :
Aparat pemerintah dan unsur  pemohon  izin
mendirikan bangunan.

Sampel

Jenis dan jumlah responden vang disiplin sebagai
sampel ditentukan berdasarkan teknik purporsive

gampling., dimana Jenis responden yang dipilih

disesuaikan dengan keterlibatannyva dalam




rengelolaan izin mendirikan bangunan, sedangkan
Jumlah- responden ditentukan berdasarkan banyaknya
turgas-tugas reponden.

Adavun Jjumlah responden vang dipilih adalah
sebagai berikut :

— Unsur Sekretaris Wilavah/daerah

2 orang
- Un=sur Dinas Pekerjaasn Umum Daersh (PUD) 9 orang
— Unsur Dinas Pendapatan Daerah 3 orang
- Unsur Kecamatan 8 orang
- Unsur Kepala Desa/Kelurahan 4 orang

- Unsur Pemohon Izin Mendirikan Bangunan 12 orang

Jumlah 36 orang

4. Teknik Pengolsahan Dzta
Data dikumpulkan dari responden., mula-mula diklasi~
fikasikan dan diedit kemudien diberikan kode dan
selanjutnya disusun dalam bentuk  tabel-tabel
frekwensi dan atau prosentase agar mudah dianalisa

secara kualitatif atauv prosentase.

E. Sistematika Pembahasan
Dari hasil ansalisa sehubungan dengan metode
penelitian di atas,_maka pembahasan skripsl ini akan

disusun dalam 5 (lima) Bab dengaﬁ gistematika gebagai

berikut :




Bab Pertama yaitu Pendahuluwan vang terdiri dari
latar  Belakang Masalah. Pembahasan dan Perumusan
Magalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode
Penelitian dan Sistematika Pembhahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka Yang Menguraikan
Tentang  Pengertian Sistem, Pengertian Pelayanan,
Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bab EKetiga vyaitu Gambaran Umum Wilayzah
Penelitian. Yang Menielaskan Tentang Keadaan Geografis,
Keadaan Demografis, Struktur Organisasi dan  Tata
Kerjanya.

Bab Keempat yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan
Yang Membahas Tentang Sistem Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan. Konstribusi Penerimaan Retribusi IMB Terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Kendala-kendala Yang dihadapi

Dalam Menerapkan Sistem Pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan.
+

Bab Kelima vaitu Merupakan Bab Penutup Yang

Memuat Kesimpulan dan Saran-saran.




BAB II
TIRJAUAN. PUSTAEA

A. Pengexrtisn Sistemn

Istilah sistem Dberasal dari bahasa  Yunani
“gystem"” yang mengandung arti keseluruhen: keseluruhan
tersebut terdiri dari beberapa Xomponen ataun bahagian
vang berlangsuﬁé diantsrs satuan-setusn stan komponen-
komponen secara tera@pr. Pengertian sisten yang paling
sederhana telah dikemukaksn oleh Johnzon EKast dan
Rozenzwelik sebsgal berikut

“Syatem sadalah sustu kebutuhan/kegelurahan yang

kompleks abtan teorganisir, suatu himpunan dan
atau perpaduan hal-hal atesna kegiatan yang
mexbentuk sustu kebulatan atau keseluruhan yang
kompleks stauw utuh." (1989 : 8)

Darli pengertian tersebut diatasz dapat dipahani
behwa sistem adalah suatn kezatuan dari beberapa bagien
mengkait atau mempengaruhl antasra satu bahagian dengan
bahagisn lainnys.

Pengertian sistem dapat pula berups sbstrak dan
fisik. s}stem vang sbstrak atan kongepsi-konsepsi dan
saling Ybexrgantung. MHisalnya sistem teolegl adalah

‘gugunan  yang teratur dari gagasan—~-gagasan tentang

Tuhan, manusia dan sebagainya. Sedangkan gistem yang

kRY
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bersifat fisik adalah serangkaisn unsur yang bekerjn-
sama untuk mencapail suatu tujuan.

Dengan demikian secara singkat dapat dikemukakan
bahwa atas kegistan yang berhubungan dengsn guna
mencapal tujusn-tojuan tertentu, sebagal missluya dalam
tujuan izin nmendirikan bangunan untuk nengendalikan
investasasi dan atan penjadwalan pengunjung.

T'zlam bukn Ensikldbedi Administrasi di jelaskan

bakwa :

“"Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang
telsh merupakan suatn kebulatan uantuk melaksans-—
kan sesugtu fungsi., Hisalnya sistem kearsipan
perpustakasn. Ini meliputi berbagai prosedur dan
metode dalam menggolongkan surat-surat, memberi
kode-kode tertentu, menyimpangnys dalam kertas,
memeliharanya secara tepat soapail akhirnya
mengenal cara-cara penyingkiran dan penusnahan
surta-surat yang tidak diperlukan lagi.” {Ir.
Vincent Gaspersz, M5, 1888 : 10)

Dari pengertimn tersebut di atas dapat disimpul-
kan bahwa gistem merupakan suatu rangkaisn prozedur
khegiatan untuk welaksanakan sesuatu fungsi dalan
pencapaian suatu tujuan.

Selanjutnya dalam buku ensiklopedi manajemen di
Jdelazkan pula bahwa :

"Sistem adalah sustu keseluruhan yang terdiri
atas sejumlah wvariabel yang berinteraksi. Suatu
sistem pada dassrnya adalah suatu susunan yang
teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama
lein dan prosedur-prosedur yang berkaltan yang
melekzanakan dan mcenudahkan peleksanaan kegiatan

uvtama dari suatu irganicasi.” (Drs. Tatang H.
Amirin, 1882 : 11)
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Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpul-
kan bahwa dengan sistem ini Qérupakan suatu unit yang
mempunyal bagian-bagiasn yang saling tergantung dan
mempunyal satu tujuan.

Dalam ensiklopedi MHanajewen dijelaskan bahwa
sistem adalah suatu keselurwhan yang terdiri dari ataes’
ssjumlish variabel ysng berinteraksi. Suatu sistem pada
dasarnysa adalah sguatu susunan yang teratur dari
kegiatan yang berhubungan satu sama lain dan prosedur-
prosedur yang berkaitan vang melsksanakan dan
memudahkan pelaksanaan Xeglatan utamza dari suatu
organisasi..

Tujuan organisasi sebagal suatu sistem dapat
mnembantu untuk  mengingat bahwa bagian-bagian,
departemen-deparetemen, atau sub sistem-sub sistem yang
berbeda-bede dari orgasnisasi tersebut adalah saling
berhubungan dan semuanys harus mendukung tujuan
orgenisazi.

Semua sisten mempunyal 4 ciri pokok yaitu :

8. Sistem itu beroperasi dalsm suate lingkungan yeng
bagi organisasi dapat bherupa klien, prasaing,
gserikat, pemerintah dan lein-lalin. Lingkungan ini
terdiri atas sesuatue yang penting bagl sistem
tercebut, tetapi binsanya berada diluar pengawasan.

b. Semua sistew terdiri atas unsur-wnsur, komponen-

komponen atau sub sistem-gub alatem dalam satu
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kegatuan. Dale organissasgi subgistem ini dapat berupa
departemen-departemen, sepertl departemen produksi,
keuangan penjualan dan personalia.

¢. Semua gistem Jugda ditondal dengan adanya saling
hubungsn antara unsur-unser tersebut. Ini bersrti
bahwa perubahan satu subgistexm akan mempengaruhi sub
sistem yang lain.

Pada sebuah moblil misalnya kita dapat memaruh roda
dengan radius Jjanh 1lebih bezar tanpa  mengubah
transxisi.

d. Semua sisgtem mempunyal satufungsi etau tujuan utama
yang depat dipakai untuk mengevaluasi usaha dan
struktur dari sistem tersebut,

Memphemi tojuan sistem terzebut sangsat penting
karena tujuan ini memberikan kriteria untuk mengukur
keria organisaai beserta subsistemnnya.

Dari rumusan adwinistrasi negara tersebut dapat
diketahui bshwa sadeinistrasi negara pada hakikatnya
adalah suatu totalitas yang terdiri darl subsistem-
subsisten dengan atribut-atributnys dari yang satu sama
lain s=2ling berkaiten, saling keterganbtungasn satu sana
lain. Saling berinteraksi dan saling pengaruh mempenga-—

rubi sehingga keseluruhannys merupakan suatu kebulatan

vang utuh serta mempunysi peranan dan tujuan tertentu.
Nilai atsu peranan sistem akan dipengaruhli oleh nilai

atau peranan sub sistemnya. Sebaliknys nilai stau
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peranan masing-masing sisten akan ditentukan pula aleh

nilai atau persnan sistem yang bersangkutan.

Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan menpunybl arti yang sanga luas
menurut obyeknya. Namun dalam hal ini  pelaysnan
dimaksudkan pada kegiatan atau pengabdian Dinas
Pekerjaan Unum Daerah EKabupaten Daerah Tingkat II Tana
Torajs.

Adapun pengertian pelayanan telah dikemukakan,
oleh W.J.S5. Poerwadarminta dalam bukunya yang berjudul
“Yamus Bahasa Indonesia” dijelaskan bahwa

“Pelaysnan herasal dari kate layanan sartinya
menyediakan segala sesuatu yang diperlukan orang
lein. Kata layanan diberikan sawalan pe dan
akhiran =an menjadil pelayanan berarti menolong,
menyediakan membantu orang atau gesuatu
keperluan.” {1979 : 82)

Jadi dapst disimpulkan bahwa vang dimeksud dengan
relayanan adalah segas sesuatu yang diperlukan oleh
?rang lain a»tinys menolong, meambantu spa yang telsh
diperlukan kepada yang melayani sesuatu keperluan orang
tersebunt.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, wmaka
prandangan terhedap orang sebagai manusias sdmninistrasi

adalah pandangan bahwa manusia dalag pencapaian btujuan-

nya tidak mungkin mencapainys sendirian. Dengan

f
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demikian pada daéarnya tyjuean itu tidek selalu
ditentukan bersama oleh semua orang yang terlibat akan
tetapi dapat ditentukan oleh sebsgisn orang. bahkan
oleh orang lain d4i luar kelompok yang terlibat itu.

Sebagai fenomena saosial, administrasi terjesdi
karena secorang mengajak orang lain untuk membantu
mencapai tujuen tertentu. Sudah pasti orang bersedisas
menbantu dan hahkan mempunyal komitmen untuk pencapaisan
tujuan itu. Apalagi dengan kesediennys ‘itu akan
‘memperoleh keuntungan tertentu. Mungkin keuntungan itu
berupa tercapainys tujuan lain yang is inginkan capai
pula, oleh karena itu perlu kerja sama.

Salah satu unsur dari administrasi adalah menusia
vang tak Xalah pentingnya dengan unsur lainnys yang
selqlu menjiadi titik =sentral dan suastu kehidupan di
dunia karenma manusiz itu sendiril ‘mempunyail ruang
linghkup yang luas dan berbagai segl sehingga tidaklsah
salah Jiksa dikataskan bsehwa masalah adwinistrasi adalsah
masaleh pelayanan adminigtrasi perizinan bangunan sebaob
manusialah yang terorganisir dalam suatu kelompok
kerjasama untuk mencapai tuluan.

Usaha kerjasama sekelompok orang dimsksudkan
disinl menurut Drg. The Lieng Gie bahua :

"Uszaha kerjs adesleh rangkalan perbusatan yang

dilakukan bersaema—gsama secara teratur oleh lebih
daripada satu orang yang meninbulkan akibat yang

sebetulnyn takkan terjadi apabila dilskukan oleh
masing-mwasing secrang diri.” (1974 : 5.
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Dari pengertian tersebut bahws kerjs sama ini
baik dalae hentuk fisik mavpun mental diarahkan untuk
nencapai daya guna dan hasil gune yang naksinaltseperti
halnyaz personil Dinas Pengawasan Pembangunan XKabupaten
Daerah  Tingkat II Tana 'Toraja, vang nengenai
administrasi Perizinan bangunan selalu berusaha
memberikan pelayanan zebaik mungkin kepada wpasyarakat
sesual dengan kemampuan yang diwmilikinya.

Dalan literatur Ensiklopedi Management dirwnuskan
bahwa

“Administrasi adalah peleksanaan peherjaan-

pekerjaan di dalam rangka hkebijaksansan yang
diletakkan oleh mensger-manager yang lebihn
tinggl atau ditetapkan oleh orang-orang yang
lebih dahulu gemegang Jabatan. Administrasl itu
meliputi senua fungsi dan kegiatan yang

berhubungan dengan pekerjaan pelaksanaan &tav
pencapaisn tajuan.® (1883 : 11).

Berdasarkan pengertian tersebut bilemana
aduninistragzi  dihubungan dengen  mangjer berarti
kegiatannya meliputi nengorganisir, nengeluarkan

perintah-perintah. menghkoordinasi dan pengawasan, bila
dikaitkan dengaen fungsi Kepala Dinas Pengawesan Tats
Kota EKabupaten Daerah Tingkat II Tana Torajs, berarti
tidak terlepas dari fungsl tersebut di atas yaitu meng-
koordinir unit-unit kerxrja yang terdapat dalam ruasng
lingkup kewenangannyz, momnberikan pexrintah~perintah
untuk melakukan sesuatu yang perlu texrhadsp bawshannya

sexbta mengawasl jalannya pelakssnsan perintah-perintah




tersebit, sesuai dengan kewensngan dan tanggung Jawab-
nya dari tiap-tisp personil. Sedangkann fungsi teknis
yang bersifat komersial dan keusngan, dimana Kepala
Pinas Tata Xota pengawasan penbangunan dituntut
merealigasikan sebenynk wmungkin dana yang teleh
ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk membiayai sebogisn penbangunan daerah
{Daerah ctonom}.

Untuk wmemberikan pengertian yang lebih wmendasgar
tentang arti serts makna pembangunan itu szendiri, maks
adsa baikﬂya ditinjau dari beberapr batssan pengertian
yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli yang =antara
lain :

Yenurut S$.P. Siaglan dalam bukunya yang berjudul
: "Administrasi Pembangunan" telah dirumuskan adminis-
trasi bahwa

"Administrasl adalsh keseluruhan proses pelaksa-

nsan daripada keputussan-keputusan yang telah

dianbil dan pelaksanasn itu pada umumnya dilakuy-
kan oleh dua orang atau lebih untuk mencsapai
;;juan vang telah gitenbukan sebelumnya.” {19983

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas
penulis dapat memberikan suatu kesimpulan pelaysnan
administrasi adalah merupakan suatu proses yang
berjalan terus menerns tenpa henti-hentinya yvang
meliputl selutuh kegiatan, pemikiran, pengaturan mulal

dari penepatan tujuan sampai kepada pelaksanaan kerja,




sehingga tujuan—tujusn itu dapat direalisasikan. Oleh’
karona 1itu ia memerlukan sustu proses penyusunan yang
cermat teliti dan dengan sadar menggunakan usaha dengan

teratur guna pencapzian tujuan.

Ditinjau dari sudut ~fungsi atau tugas,

administrasi berarti keselurunhan tindaks<-{akbivitasy -t

vang mau tidal mam-heras dilskulkan déagan ssdsr -oleh

seseorang dan atau kelompok orang-orang yang berkedudu-

kan sebagal administrator atau pimpinan sustu usahs,
seperti di dalam setiap organisasi atau instansl pasti
terdapat sebsgai berikut :

a. Adanya orang-orang yang' melakukan tugas-tugas
menimpin serta merencanskan.

b. Adanys crang-orang yang melakukan tugas-tugas
memimpin erta membimbing dan memberi teladan pada
bawahannya,

¢. Adanysa orang-orang vyangb melskukan tugas-tudas
mengawasi {(kontrol}.

d. Adanya orang-oarang yang melakukan tugas-ttugas
perbaikan-perbaikan apabila sda vang berbuat
kesalahan.

e. Adunya orang-orang yang bekerjanye mengorganisir dan
sebagainysa.

Yenmperhatikan urajian-ursian di atas, maka dapat
digimpulksn brhua administraai adalah aktivitas-

aktivitas untuk mencépai tujuan atau proges penyelengga
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vasn kerjs untuk suatu tujusn yang telah ditetapkan.
Jadi dalam keadaan bagaimanapun dan dimana saja asalkan
ada aktivifss dan sda tujuan yeng hendak dicpai pasti
ada administrasi.

Berdasarkan uralan tersebut dapat disimpulkan
bahwa administrasi sdalah keseluruhan proses kerjiasama
dari sekolempok orang untuk mencapail btujuan yang telah
ditetapkan esebelumnya dengan cara yang paling efektif
dan efisien. Unbtuk mencapal efemiensi yeng setinggi-
tingginya dalam proses pencepaian tujuan, maksz segala
tindakan dan keglstan yang akan dilakukan seoara
rasiaonal dalam.arti baru senantiasa dipertimbangkan,
dipikirksn dan diperhitungkan,

Dalam ugsaha pencapaian tujuan yang tekad ditetap-
kan administrasi tidak menjalankan sendiri kegiatan-
kegiatsn yang bersifat operamsional. KRegiatan-kegiatan
cperasional dilaksanskan oleh orang-orang pelaksana
oleh =sebsb itu seorang administrator atau pimpinan
usaha harus mampu dan berdayaguna memperkerjskan atau
memnimpin serts menggerakkan paras bawshannya agar mereka
maun bekerjasama dalam melaﬁsanakan tugas-tugas untuok
mencapal tujuan yang telah ditetapkan.

Apabiia pelayanan izin mendirikan bangunan 1itu
balk kepsda mazyarakat, maka pengurus izin bangunan
tersebut setisp melaksanakan pembangunan akan dapat

berialan dnegan baik. Karene izin mendirikan bangunan
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itu adalah Qerupakan salah satu sumber keuangan daerah,
maka periu pengelolaannya lebih ditingkatkan sgar bagi
yang nenguras izin mendirikan bangunan dapat lebih

mudah don cepat mendapathkan pelayanan izin mendirikan

bangunan.
Pentingnya Izin Mendirikan Bangunan {I¥B)

Seperti diketahui bahwa perizinsn =sdalah salah
satu unsur pelaksanaan pengaturan dan bersifat pengawa-—
san pengendalian yang dixwiliki oleh pemerinteh terhadap
kegiaton-kegiatan yang dilakekan .o0leh  masynrakat.
Perizinan dapat hbherbentuk berbagal macam misalnys
rekomendsa=si, sertifiket, penentuan lokazi dan izin
untuk melakukan sesuatu termasuk perizinan bangunan,
Hal semrscam inl harus dimiliki ataa diperoleh suatu
perusahaasn atau seseorang sebelum yang bersangkutan
dapat melskukan suntu kegistan stau tindakan.

Dalam rangka menciptakan 1klim yang sehat
dibidang usaha/bidang pengewasan pemnbangunan oleh
pewerintah telah mengeluarkan Inpres Nomoxr 9 Tahun 1984
tentang Pedoran Penyederhanaan dan Pengendalian
Pe;izinan.dibidnng vang telgh disebutkan di atas.

Dalam Inpres tergehut diperuntukkan kepada apatur

pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaku-

kan langkah-langksh dalam usaha perizinan mendirikan




bangunan sntara lain :

a.

Yengurangi Jumlah perizinan yang ads sampai kepada

yang benar-benar memerlukan.

. ¥enyederhanakan perizinan yang telah dikurangi

tersebut sehingga membexikan kemunghkinan bagi
masyarakat yang memerluksn keglatab di bidang usaha.
Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan bara yang
tidak perlu dan mengendalikan pengelvaran/penerbitan
perizinan izin mendirikan bangunan diperluksn dengan

tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.

. Menyebarluaskan kepada masyarakat informasi yang

menyangknt perizinsn yang telah disederhanakan dan
dikendalikan termasuk mengenal persysaratan tats cara
tempat pengajuan permintean izin mendirikan bangunan
dan hal-hal lain yang bersangkuat paut dengsan itu.
Henperlihatken dan mempergunakan pedoman penyederha-
naan dan pengendalian perizinan izin @mendiriksn
bangunan di bidang usaha atau kegiatan lain.
Hengawazi gecara terus menerus menyederhanaan dan
pengendalian d1 bidang usaha yang telah disesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Ingtruksi Presiden
tersebut,

Apabils Xita memperlihatkan uraian-ursian yang

dikemukakan di atas, maka adal hal-hal yang bertentan-

gan

dengan pelskeanaan kegiatan yang dilakukan pada

Dinas Pengawasan Pembangunan., HNamun karena  Dinag
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Pengawasan bpembangunan kegiatsnnya bersifat mengelols

sunber pendapatan daerah dalam rangka pexbiayaan

pembangunan, maka pembangunsn perizinan izin mendirikan
bangunan Lkhususnya 3izin wmendirikan bangunan tidsak
dibatasi malshan 4di tingkatkan.

| Selain dari pada itu mda pula unsur-unsur yang
diperhatikan dan berhubungan dengan pexizinan izin
mendirikan bangunan yang perlu disesuaikan dan dikenda-
liken, antars lain :

a. Persyaratan administrasi untuk mendapat izin tharus
dihindarl pengulangsn persyarstan yang sejalur/sams,
dalam rangka perizinsn bersanghkutan.

c¢. Janghks waktu berlalkunyz izin mendirikan bangunzan.

¢. Progsedur pengurusan pengasbilan izin, pengabulan dan
penolekannya harus dilskukan dengan tate cara yang
Jelas dan sederhanz dalam wakbtu yang sesingkat-
singkatnya.

d. Segala pungutan, biaya dan uang adwinistraesi dengan
nams sebutan apapun yang bexkaitan dengan perizinan
izin mendirikan bangunan harus sesuai dengan ketentu
an—ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
terlebih dahuln mendapat persetujuan Hentert
Reuangan serts disektor ke kas Hegarzs atan daerah
yang bersangkutan.

e. Penerbitan terhadap pelaksanasn perizinan izin

mendirikan bangunan ¢ yang menyangkut personil
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dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentusn
kepegawaian termssuk kedisiplinan.

f. Pengawasan +terhadap pelaksanaan persinan dilakukan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengawasan keuangan dan pewmbangunan. baik melsluil
pengawasan atasan langsung maupun melalui pengawasan
fungsional.

Sehubungan dengan uralan-uraian tersebut diastas,
make pengambila izin mendirikan bangunan yang dibangun
cleh lembaga pemerintah dan non pemerintah mutlak
"diperlukan mdanyz izin mendiriksn bangunan (IHMB).

Surat Izin Y¥endirikan Bangunan (IMB) perlu dan
harus dimiliki oleh setisp pemilik rumah yang akan
_ mendirikan bangunan, baik bangunan barn, BaupUn
pembongkaran karens dalam proses membangun dan memiliki
ramah tidak dapat memperhatikan surat izin mendirikan
banguenannya, maka bangunan yang sedang dikerjaksn bisa
dihentikan dengan paksa oleh pemerintah, disegel atau
dikenakan biayza denda, dan sebaliknys bilamansa bangunan
tersebut memiliki 1zin Yangunan maka otomatis sudah
terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan =seperti
pembongkaran secara paksa, dan juga gambar pemilikan
izin mendiriksasn bangunan harus ditempatkan pada lokasi
vang akan dibanguni.

Karena pentingnya mengambi izin mnendirikan
bangunan geaual ketentunan bangunan baru maupun wmngubah
bentuk, mzaka bilswma ternynta adsa masysarakat mexbangun

tanpa izin {(melanggar), maka dikenakan sanksi huoakun
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sesuai pasal 234 Peraturan Daerah Tingkat II Tana

Toraje.

D1 dalam Peraturan Daerah texsebut dijelaskan
bahwa :

i. Barang siapa yang =mendirikan, mehgubah atan
nerobohkan bangunan tanpa izin, atau izinnya telsh
dicabut dapat dipidana dengan hukuman kurungan
selama~lamonya cnam bulan atau denda sebanyak-banysak
nya Rp. 50,000,

2. Barang siapa tidak mentaati perintah penghentian
apabila mendapat teguran dapat dihukum dengan pidana
kurungsan salama-lamanya enam hari atau dends
sebanyak-banyaknyse Rp. 10.000,- ini =sesual dengan
Peraturan Daerah Tingkat 11 Tana Toraja.

Untuk menunjukkan secars Jelas tentang wmodel
penelitian perclehan surat IHB, maka secara sederhana
penulis menggambherkan dalam bentuk gkena sistemn

pelayanan I¥B di Tana Toraja, sebagai berikut

Walikotamadya/
Bupati Kepala Daerah
SET ROTA

Pemohaon | > DEP —ee > [Pewmegang

Sub Bagian T.U Hak

! |

Seksi +—m— > Sekm:i
Porizinan Pemetann

Hodel Sistem Pelsyanan IMB di Tona Toraja



BAB 11I
GCAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Readaan Geografli

1. Letak/Luas Daerah
Keadaan geografis suatu daerah dalah sangat
penting artinya bagi pelaksanaan program pembangunan
daerah yang bersanghkuetan baik luasnys maupun curah

hujannya yang torun. Kabupaten Daerah Tingkat II

Tana Toraja adalah begian dari Propinsi Sulawesi

Selatan, dengan jarak kurang lebih 328 Em, dari Kota

Uiung Pandang pada posisi zebagail berikut :

a. 111°, dan 1207, BT {(Bajur Timur) dan,

b. 20°, dan 30°18, LS {(Lintang Selatan).

Sedanghkan bata=-batas wilayah Kabupaten Daerah

Tinékat 11 Tana Toeraja sebagail berikut :

— Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah
Kabupaten Tingkat II Hamvju dan Kabupaten Daerah
Tingkat Luwu.

~ Sebelah Timur berbatacan dengan Kabupaten Daerah
Tingkat II Luwa.

~ Sehelah Selatan berbatasan dengan Xabupaten Daerah
Tingkat II Enrekang.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Xsbupaten Daerah

Tingkat II Polmsas.
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Readaan luas wilaysh dari Kabupaten Daersh
Tingkat II Tana Torajs adalah luas wilayah 3.857,90
km® yang terdiri dari sembilan kecamatan. Dalam
Pelita ke V diusulkan untuk pemekaran dari sembilan
Kecamatan menjadi 15 Recamatan dan 1 {=satu) wilayah
pembantu Bupati yang eakan berxrlokasi di Hota
Rantepao, termasuk delspan belas Desa persiapan.

Dalam melaksasnakan dan xenetapkan sasaran
pembangunan dan lebik mendorong pelsksanan pen-—
bangunan, meka Xabupaten Daerah Tingkat 11 Tana
Toraja menetapkan kebijsksanaan yaitu pembagian
penbangunan terutama dengan berlokasi pada Kota

Rantepao yang meliputi :

Kecamatan Rantepao
- Recamatan Sanggalangi’

Kecanatan Sesean

—~ Recamatan Rindingallo
Sedangkan pusat wilayah pembangunzn dua dengan
berlokasi pada Kota Hakale yang meliputi :

- Kecamatan Hakale

Kecamatan Hengkendek

Kecamatan Bonggs Karadeng, dan
— Kecamatan Saluputti
Hengenal luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat

II Tana Toraja yang dapat diperincl dalam perkeca-~

matan pada tabel berikut ini
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Tabel 01
tuas Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja

Diperinei Menurut Kecamatan Dalaw Xx*

Ro. Kecamatan Luas (EKmn*) Ket.

1. ] Hakale 290,795 ‘

2. Rantepsao 229;75

3. Bonggskaradeng ] 775,85 ]

4, Hangkendek 436,64

S. Sangalla’ } 215,82

B. Saluputtl 484,35

7. Sanggalangi 284,35

8. Sesoan ] 444,74

8. ] Rindiangallo 774,97
Jumlsah }3.857,90

Sumber Data : Kantor Statistik Eabupaten Daersh
Tinghkat IT Tana Torsaja
Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka
nampak bahwa Eecamatan yang paling luas wilayahnya
adalah kecamstan Rindingallo, dan Kecamatan yang
paling kecil wilsyahnya adalah Eecamatan lainnya
dibatasi oleh sungai-sungal merts bukit_bukit yang

diapit oleh tanah dataxr.
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2. KEcadaan Alan
Daerah Tingkat 11 Tana Toraja tempunyai
keadasan alam dimans pads garis besarnya dapat dibagi
atas :
a. Keadaan Topografinya, dan

b. Eeadaan Iklimny=a

ad.a. Keadaan Topografinya

Keadaan alam pada btiap-tiap daserah tentunya
berbeda-beda sehingga daye tariknya berbeda
pula.

Alanm Tana Toraja mempunyal ciri khas dengan
pemendangan panorans yang sangat indsah,
keasdran alamnya sebagian besar terdiir dari
pegunungen batu dan kapur dan tebing-tebing
yang lurus, sungal yang berkelok-kelok . serta
gua nlam, hutan yang indash dan tak mnudah
dilupakan, ditunjang dengan keranahan
moasyarakatnya serta adset vang khas dan unik
yang masih dsapat bertahan pada wmodern ini.
Paktor-faktor inilah vang nerupakan
pengenbangan Babupaten Daernh Tingkat II Tana
Toraja zebagal daernh parivigatsa vang
mempunyal masa depan yang céruh, tentang

keadsan topografinya.
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ad.b. Keadaan Iklimnya

Keadaan iklim di XKabupaten Daerah Tingkat 1I

Tana Toraja dspat ditinjsu dari 3 faktor

yaitu:

1

3)

Keadaan Cahaya

Keadaan cahaya di Xabupaten Daersh Tingkat
IXI Tena Torajis boleh dikatakan berpenyinar_
an cukup dimana kurang lehih !® jam setiap
harinya.

Ini digebabkan Xkarena Xabupaten  Daeral
Tingkat II Tana Toraja terletak di daerah
pegunungan yang tingginya 300 moter sampal
2.884 meter dari permukaan laut, malka
dzerah torsebut hawanya sejuk.

Eeadaan Angin

Kabupaten Dimerah Tingkat I1 Tana Targja
telah mempunyai udars yang sejuk, dan juga-
berada pada daerah khatulistira dimans
angin barat dan timur bertiup masing-maging
enam bulan dalam sata tshun. Angin Barat
mialai bertinp dari bulan September szampai
éada bulan Pebrusri dan dangin Timur bhrtiup
dari bulan Haret sampal pada bulan Agustua
dalam setahun.

Curah hujan

feadaan hunjan di Kabupaten Daerah Tingkat

I1 Tana Toraja dapat dilkatakan cukup




sehingga memungkinkan tenah dalam keadaan
basah.

Curah hujan 4dalam setahun rate-rata 136
hari dan anghka curf;h hujan 32.403 mili
meter setiap dilakukan di Kelurahan
Bombongan Recamatan Hakale diperoleh
gambaran mengensl temperatur tinggi adalah
28°C dan temperatur rendah 14°C serta
kelembaban udara raeta-rata antar dari 82

ssmpai 86%.

B. Keadaan Demografi
Seperti halnya pada faktor gecografiz, makz
faktor demografis juga tidak biza dilepaskan dengan
kehidupan magyarakat dalam suatv dacerah.
Dalam membahas mengenai demografi Kabupmaten Dazerah
Tingkat II Tana Toraja, penulis hanya menguraikan

dari segl :

1. Penduduk
Berbicara tentang penduduk adalsh =suatu
masalah yané tak hebis-habisnya dibicaraksn atau
dipikirkan oleh pemerintah, cleh karena. arus
bertambahnys pendudulk setiap tahunnya meninghksat.
Pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini
adaleh untuk meningkatken kehidupan manusia

Indonesia yang adil dan =makmur sesusl dengan
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Falsafah negara Indonesia yeitn Pancesila dan
Undang-Yndang Dasar-iaéﬁ.

Berkaitan dengan peningkatan kehidupan
penduduk adalah sgangat penting artinya bagi
pelaksénaan pembangunan, maka mnasalah yang
dihadapl i1alah mengatur keadman penduduk itu
sendiri. Dimana diusahakan sgar penduduk dapat
hidup dalsam keadaan yang tentram dan fasilitasnya
cukup tersedisa. Solain itu pendeduk harua
dipenuhi kebutuhannys Jjuga penduduk sangat
memegang pernana penting dalam pelaksanacn
pembanguﬁan, baik itu pepbangunan Rasional,
atoupun pembangunan di tingkst daerah.

Yntuk mengetzahui jumlgh penduduk Habupaten
Daexah  Tingkat II Tana Toraja baik secarsa
keseluruhan maupun yang ada pada tiap-tiap
kecamatan menuzut Jenis kelzmin dapat dilihat

secara jelas pada tabel berikut :




Tahel 02

t

Keadazn Jumlzah Penduduk Kabupaten Dati I Tanea

Toraja Yenurut Jenic EKelamin Diperinci

Per Rccamatan Dalam Tahun 1994

Jumlah Penduduk

Mo. Recamatan Junianh
Pria Wanita

i. | Hakale 22.231 22.331 1 44,8652
2. Rantepao 17.043 18.493 | 93.538
3. | Bonggkaradeng 11.703 11.348 | 22.981
4. | Hangkendek 20.285 20.348 | 40.8633
$. } Sangalla’ 11.854 12.171  24.025
B. Saluputti 26.241 25.15%8 51.391
7. Rindingallo 22.483 20.474 | 42.957
8. Sanggalangi 30,999 20.920 | 81.827
8. Sesean 20,856 21.200 | 41.873

Juml=zah 183.585 180.288 363,873

Sunber Datsa : Rantor Statistik Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Tana Toraja, Tahun 1885,

atas,

Dengan memperhatikan tabel tersebut di

nempak

sehali

bahwe kepadatan penduduk

tidak meratn dimana hal ini

digebsblkan karens

keadaan tanghnys sebagian yang bergunung-gunung.
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2. Mata Pencaharian ., |

Sehaga%man% kita kxetahui bersama  bahwa
negara Indonesia adsalah negars Agrarisn Ha=alah
proses pembangunan dapat dilihat pada beberapa
Faktor penting yang heéhubungan dengan ekonomi.
Demikian pula Ksbupaten Daerah Tingkat I% Tana
Toraja padadunnmnyg bergerak di bidang pertanian
dan sebegien adalah pegawal, pengussha dan buru.

Jika dilihat dari segl pendapatan ternyatn
82 gampal dengan 954 adalah berasal dari sektor
pertanian,. dalam arti bahwaakeny&téan inl =enun-
Jjukkan  kepada kita bhawa  fakbtor pertanian
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
penbentukan penghasilan yang mempeng;rghi seluruh
kegiatan produksi dan usgha pembangunan. Rebijak-
sanaan dalam pembangunan pertanian adalah suata
peningkatan produksi, hal ini berarti pengarashan-
nya adslah meningkatkan mutu penghasilan petani.

Selanjutnya untuk nenbangun sektor
pertanian di XKabupaten Daerah Tingkat II Tana
Toraja  serta meninghkatkan Jprgduksinya, noke
penerinkah dan seluruh 1&pis£n masyarakat mulal
geltarang inil membicaraksn cara-cara pspa yang
sebaiknya ditempuh dalam rangka  wmelaksanakan

penmbangunan Kasional, dimana hal iri  adalsh

merupakan hakekat bangsa Indonesia.
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disntaranya mendapatkan bantuen pemnerintah yang
Jumlahnya tercatat sebagai berikut :

n. Gereja Kristen Protestan : 827 burh

b. Gereja Kristen Katelik : 287 busah
c. Masjid/Husallah : 172 buszh
Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan faktor yang
sangat penting dalam rangka pembangunan dan
kerajuan suatu daernh. Seperti diketahul bahua
kita adalah sedang daslam tshap pemnbangunan
{sedang berkembang), yang sangat nepbutuhkan
tenags~tenage terdidik disegala bidang. Demikian
halnyz 43 Xabupaten Daerah Tingkat I Tana
Torajn, dazpat dilihat adonys kemajuan dimana hal
ini dapat dibuktikan dengon dibangunnya sekolah-
sekolah di Eabupaten Daerah Tingkat II Tana
Turaja. Sesuidl dengan datsa yang penulis dapatkan
mengenai Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten
Daerah Tingkat I Tana Toraja untuk tahun 1994

dapat dilihat seperti pada tsbel berikut ini:




Tabel D4

Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Daerah

Tingkat I1I Tana Toraja Dalaw Tahun 1994
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Jumlah
Ho.l Jenis Kependidikan Banyaknya
Hurid Guru

1. Taman Kanak-kanak 44 1._444 1G5
2. Sekolah Dasar {(SD) 359 51.8801 3.087
3. SLTP 68 20.2211 1.023
4. SLTA 48 17.800] 1.253
5= Perguruan Tinggi 3 1.103 69

Jumlah 522 92.448] 5.537

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Daerah
Tingkat I3 Taena Toraja, Tahun 1995.

Dari data tersebut di atas menurut penulics

bahwa masih memexrlukan penambahan

didikan, melihat

pendidikan.

animo

saran

masyarakat

Hamunh m@mbsih ada masysrakat

kepen-

kepadsa

vang

berdiam di pedesasn atau daerah-daerah terpencil.

+

C. Struktur Organisasi dan Tazta Xerjanya

Terzselonzgaranysa

dalam organisasi pemerintahan adalah untuk

ketertiban pelaksanaan tugas, untuk itu perla

strulkttur hubungan kerja di

menciptakan

adanys
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pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab, demikian juga
prexanfaztan =sumber-sumber dayz dan dana yang tersedia.

Adapun struktur organizasi pemerintah Eabupaten
Daerah Tingkat 11 Tana Toraja Homor 2 Tahun 1987 seri D
Ho. 1 Peraturan Daerah Eabupaten Daerah Tingket II Tana
Toraja Yomor © Tahun 1986 Tentang Pembentukan suatu-
susunan organisasi dan Tatakeris Dinas Pekerjszan Unmum
Eabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

‘ Dahwa dalam rangks ussha peningkatan pelaksana—
an sebagian urucsan pemerintahan di bidang Pekerjaan
Unum sgecara hexdays gunao dan berhasil guna, maka
dipandang perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sesual dengen
Reputusan  YMenteri Dalam Hegeri Homor 383 tahun 177
tentang pedoman Pembentukan, Sugunan Organizasi dan
Tata kerja Dinas Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, wmaka
pembentukan, susunan organisazi dan tata kerja Dinas
Pekerjanﬁ Unum {PU) Labupaten Daeran Tingkat II Tans
Toraja perlu pula ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Yndang-undang Homor 29 tahun 1959 tentang pem-
bentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawresz=l (Lembaran
Megara tahun 1959 Homor 74) jo. Peraturan Pemerintah RI
Homor 51 tshun 1971 tentang percobaan batas-batasc delam
lingkungan Daerah Propingsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negora Republik Indoneszis Tahun 1871 Nomor 85).

Adapun susunan  Struktur Organisasi jabatan
]

f
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kelembagasan Dinas Pekerjsan Umum {(PU) Tata Rota

Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja adalah gsebagal

berikut :

1.

z.

Xepala Dinasg

Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

a. Urusan éurat menyurat dan Kepegawalan

b. Uruzsan Eeuzngan

c. Uruszan kearsipan dan pendataan

d. Urusan Rumah Tangga

UYrusan seksi-zeksl meliputi

. Urusan Sek=zi perencanzaan dan pengawasan
L. Urusan seksi ukur dan gambar ‘

c. Urusan zeksi gedung-gedung dan pertamanan
d. Urusan Seksil jalanzn, jembatan dan pengairan

e. Uruzan Seksi alat-alat besar dan pedam kebakaran

Seksi-seksi sebagaimana dimaksudkan tersebut di

atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepola Seksi.

1.

Seksi perencanaan dan pengawasan terdiri dari
a. Sub Seksi penelitian

L. Sub Seks=i pendataan dan pelaporsan

¢. Sub Sekai péngawasan

Sek=i Ukur dan Gawbar terdiri dari

a. Sub Seksi pengulkuran

b. Sub Seksi Gagbar

c. Sub Sekzi Pengolahan Data

. Selksi Gedung-gedung dan Pertamanan terdiri dari :
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a. Sub Sehksi Pemeliharasn

b. Sub Seksi Sexmpadan dan Tata Rota

c. Sub Seksi Pertamanan dan kebersihan kotas

Seksi Jalanan/Jembatan dan Pengairan terdiri dari:

a. Sub Seksi Jalanan

b. Sub Seksi Jembatan

c. Sub Seksi Pengairan dan bendungan

Seleksi alat-glat besar dan pemadam kebakarasn ter-

diri dari :

&, Sub Seksi inventaris dan perlengksapan

b. Sub Seksi pemeliharaasn kendaraan dan alat-alat
besar .

¢. Sub Seksi pemadam kebakaran

Tentang bagan Struktur Organisasi Dinssg

Pekerjaan Umum Tatz Kots Kabupaten Daerah Tingkat 1T

Tana Toraja, adalah sebagai berikut :

1.

Kepala Dinas mempunyai tugas, meluputi:

2. MHemimpin Dinss dalam melaksanakan tugas pokok
sesual kebijakzmanaan Bupati Xepala Daerah.

b. Hembantu Eepala Daerzh di bidang tugasny=a.

c. Menetapltan program kerja

d. Hengadakan koordinasi, integritas baik dalam
lingkungan Dinas maupun dengan unsur-usnur lain
di lusr Dinas gesuni dengan bidang tugasnys,
masing-masing,

e. Helaksanakan tougas 1lain yang diberikan cleh

Kepnla Daerzh.
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2. Eepals Sulr Bagian Tats Usshz mempunyal tugas yaitu:

2.

d.

Yembina dan menyelenggara tatz ussha dan  rumah

tanggs Dinas

. Memimpin dan wmenyelenggarakan kegiatan dalam

bidang administrasi

Henyelenggarakan administrapi dalom arti
mengelola dan membimbing kegimtan ketatausahaan
mengelola Xegimtan wmengenal keuangan dan pen-
dapatan daerah di lingkungan Dinas.

Mempergiapkan dan menyusun rencans anggaran

Pinas.

Tata Usaha mempunyal fungsi yalitu @

a.

b.

C.

Helak=anakan pengurugan suxrat menyurat
kepegawaian Dinas.
Helaksanakan pengurusan keuangan Dinas

Helaksanakan penguruzan Rumal Tangga Dinans.

Seksi-seksl Mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

a.

Seksi perencanaan dan kepegaralan yaltu wmempunyal
tugas pengatur dan menyelenggarakan rencana serta
pengawasan atas pelakzanaan rencana kerjas dalanm
hubungon dengan tugas pokok Dinas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekslt peren-
canaan dan pengawasan mempunyal fungsl scbagal

berikut
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- Henyusun dan menyelenggnrakan rencana

- Meumpersisphan pengumpulan, menganalisa .dan
menyajikan data.

~ Melaksunakan pengawasan dan pelaporan terhadap
hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

- Herencanskan dan wmenyusun Anggaran Belanja

Seksi Dinsas.

Seksi ukur dan Sambar mempunyal tugas delam
pelaksanasn  bidang- penguluran lapangan dan
pemhuatan gambar.

Dalaw melaksanakan tugas tersebut seksi ukur dan
gambar mempunyai fungsi sebagai berikut :

~ Helaksanakan survel lapangan dan lokasi dan

pengumpulan serta pengelolaan data-data.

- Helaksanakan pengukuan lapangan dan lokasi yang
akan ditespati proyek.
- Henbuat gambar dan pets lokasi dalam hubungan

dengan tugas pokok Dinas.

Seksl gedung-gedung dan pertamanan yaitu wmem-
punyai tugas melaksanakan pengaturan pewbengunan,
dan pemeliharaan perumahan Tata Bangunan serta
pertamanan dan kebersihan kota.

Dalam melsksanakan tugas tersebut, seksi Gedung-

gedung dan pertamsnan mempunyai fungei sebagal
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berikut :

- Melaksanskan pemeliharaan dan pengelolaan
pemanfantan gedung-gedung dan runsh-rumgh
Hegeri Bilik pemerintah.

— Pelaksanaan urugan tata bangunan umum  dan
gedung-gedung dan rumah-~rumah pemnerintah
Daersah.

~ Pelsksanaan anrusan tata kots

-~ Pelahkaanaan urusan Pertamanan dan kebersihan

kota.

Seksi jalan, Jembatan dan Pengairan, mempunyal

tugas yaitu melaksanakan pembangunan, peningkatan

penunjangan, pemeliharaan serta pembinaan peman-

Pantan jalan, Jlembatan dan pengairan.

Dalam melaksanmnkan tugas tersebut, seksil Jalanan

Jjembatan dan pengairan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

- HMenyusun perencenaan tehnis, pembangunan dan
pemeliharsan.

- Hémelihara, mnewbina dan mengatur Jaringan
jalanan dan pengarian serta bangunan perleng-
kapan.

- Yembine dan mengelola peralatan dan perbekalan

Seksi Jalanan, Jjembatan dan pengairan,

Sek=i slat-alat besar dan Peradan Kebakaran
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yaitu, menyusun program kebutuhan alat-alat besar

termasuk alat pemadam kebrkaran, bahan konstruksi

perlengkapan serta kelengkapannya, dan menyeleng-

Zarakan pengadasan, pexanfeatan, penyvimpansan

pengrawasan pembangunen.

Dalam wmelaksanakan tugas tersebut, Seksi alat-

alat Besar dan Pemadam kebskaran mempunyai fungsi

sebagal berikut @

- Henyusun program pengadaan inventasi dan
perlenglkapan serta nengurus kebutuhan
peralatan, bshan konstruksi dan perlengkapan.

~ Mengadekan evaluasi terhadap penggunssn peralsa-—
tan, suku cadang dan perbaikan peralatan dan
kendaraan bernomor sexrta investarisasi alat-

alat besar/kendaraan.

— Hemprogramkan alat-alat besar pemadan
kebakaran.

Dari uralan tugas tiap urusan dan sub seksi 4l

lingkungan Dinas ditetapkan dengan Surat EKeputusan

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Tana Toraja, atas usul

Kepala Dinses.




BAB IV
HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunen

Sistem pelayanan disini dapat diartikan sebagai
pedoman atau tate kexrja yang merupsksn petunjuk teknis
dalamn melsksanakan suatu peksrjizan yeng dapat diseguai-
kan dengan besar Ykecilnya volemu kerja yang sakan
dilaksanakan itu.

Apzbila dihubungkan dengan prosedoy dalam uszaha
untuk memperoleh izin bangunan tersebut maka merupakan
suatu ketentuan yang telah digariskan dan harus dilaksa
nakan oleh =etisp orang yang hendak  mendirikan
bangunan, tanpa ada pengecualian. Hal ini dimaksudkan
agar pertumbuhan-pertumbvhan pembangunan gedung dan
rerumahan yang semakin meningket, baik di Kota maupun
di desa-de=za mendapat pengaturan dan penataan, dari
Pihak pemerintah. Sebab jika tidak ditata sedemikian
rupa, dikhawatirkan ahkan mengganggu tate linghkungan
vang indah, tertib, aman, teratur, bersih dan =zehat.
Dari sinilah awal adanya sistem pelayanan atsu prose;
yang dibentuk oleh pemerintazh, melaluil Dinas Tata
Eoto/Sompadan.

Setiap awel rencans pembangunan suatu bangunan
baik yang dilakukan ¢leh warga macyaralat maupun oleh

45
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pihak pemerintah itu sendiri,; harus lebih dshulu
meminta kepads pemerintah setempat, kesudian melanjub-
kan kepads Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinos Tats
Kota/Sempadan untuk disesuaikzn dengan Sitec Blan
Lingkungan maupun dengan rencano Tata Kota.

Perencanaan kegliatan tata kota tersebut dimaksud-
kan untuk merangsang dsn meningkatkan kemampuan petensi
sunber-sumnbey vang ada untu}: mencapal tujuan
pembangunan serta mengarsahltan aspirasi masyarakat dalsm
melaksanakan kegiatannya. Untuk ledbih jelasnys mengenzi
sistem pelayanan pemberian izin bangunan adalah sebagal

berikut :

1. Persiapan Henggambar Bangunsan

a. Pengawasan Bangunan
Pemohon wenunjukksan surat bukti hal atag tanah
kepada pengawas bangunan Sesuni  dengan lokasi
yvang akan dibangun yang dapat berupa
— Sertifikat hak milik (Agraria)
- Sertifikat hal: guna bangunan {Agrariz)

b. Seksi Rooilyn dan Beszteming
Seksi  ini meaberikan dan memberi petunjuk atas
rencana pemchon mengenal :
- Rooilyn
~ Besteming

- Sitc Plan
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~ Situasi lingkungan tempat bangunan direncanakan
" ¢. Jika menurut seksi roilyn dan besteming,
memunghkinkan untuk membangun di lokami tersebut
peamchon dalan melanjutkan dengan memzbuat gambar
rencansa bangunan {Dengan mengambil formulir
persetujuan menggambar).
d. Bilas rencana bangunan yang sifatnys :
~ Bangunan industri/gedung
- Bangunan perdagangsn/pembelanjaan
- Bangunan perumahan {kompleks)
- Bangunan perkantoran/pendidikan
Peabangunan harus mendapat rekomendasi izin
prinsip darxi Bupati.
Dalam sistem pelayanen progeduxr pemberian izin
bangunzan ini pads per=siaspan menggambar dalam proses
pengurusan izin bangunan di Kabupaten Daerah Tinghkat 11

Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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Tabel 05
Tanggapan Responden {Pemohon) Terhadsp Prosedur
Yang Dinilai Pada Persispan Henggambar
Palam Proases Pengurusan lzin Bangunan
Di Kabupoten Dati II Tana Toraix

Ro. Tanggapan Responden Frekuensl | Prosentase -{%)
1. Sangat Lancar 1 10 27,71
2. | Loncar 1 10 27,77
3. Cukup Lancar 14 38,88
4. Kurang Lancar 2 05,595
5. Tidak Lancar - -
Jumla=ah 38 100,00 %

Sumber Data : Hozil Wawancara Penalis Tahun 1995

Berdasarkan  pada tabel tergesbut  di atag
menpunjukken bahwa prosedur yang dilalul pada tahap
peraoiapan menggambar dzlam proses pengurugan izin
mendirikan bangunah di Rabupaten Daerah Tingkat 11 Tana
Toraja relatif cukup lancar. Dari kenyataan terszebut
dapat dibuktikan dengan adanya responden yang mengata-
kan sangat ancar dan lancan na%ing—masing 10 orang
rcsponden' atau 27,77 4. Selanjuthkan yang mengatakan
penilaionnya cukup lancar ada 14 orang responden ataun
39,88 ¥, serta yang mengatakan ﬁurang lancar ada 2
orang rezponden atau 05,55 X, dan tidak ade responden

vang mengatakan tidak lancar.




2. Persetujuan Tehnis

a.

Gambar rencanik yang sudah disispkan oleh pemohon

diajukan pada seksi Roeilyn dan Bectening, untuk

menentiunhkan  Reoilyn dan Besteming di g&tms gambar

vang diajukan pemohon tadi.

Seksi Penelitian Gamwbar

Hemberikan dan memberi petunjink ata= gambar

rencana pangunan yang diajukan oleh pemohon,

nengenal :

- Persyaratan teknis terhadap bangunan secara
umum.

- Persentasi gamb&r.

Seksi Roollyn dan Bestexing bersama dengan

koordinator Eecamatan menentunkan Garis Sempadan

Pagar dan =agraris Sempadan bangunan dilokasi

tersebut, serta mengisi formulir berita acara

pemerikzaan.

Setelah point 1,2 dan 3 selesanl, gambar rencans

bangunan diteruskan ke Sekzi Pe;elitian gombar

Bangunan untuk pemerikszan darl segi :

- Arsitek_t’ur

- Ronstruksl dilengkopi dengan gambar konstruksi
dan laporen perhitungsan.

- Instala=zi dan perlengkapan bangunan.

Gambar rencana bangunan yang dari pertimbangan

teknis telah disetujui, dikembalikan pada pemohon
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untik reprodukzi 5 set dan pada:pemochon diberikan

formulir isian yang berupa :

— Formuli» permchonan izin bangunren (Diketahui

oleh Lurah dan Camat Setewmpat).

— Formulir persetujuan tetanggs (Diketahui oleh

Lurah setempat).

Selanjutnys untuk mengetzhui lebih jelas tentang
persetnjuan teknis dalam proses pengurusan izin mendiri
kan bangunan di ksbupaten Daerah Tingkat I1 Tana Torajs
dapat dilihat pada tabel beriknt :

Tzbel 08
Tanggapan Responden {Pemohon) Terhadsp Prosedur
Yang Dilalul Pada Tahap Persetujuan Teknis

Palam Proses Pengurusan 1zin Mendirikan
Bangunen Di Rabupaten Dati I1 Tans

Toraja

Ro. Tanggepan Responden }| Prekuensi Prosentase {(¥%)
1. | Sangat Lancar 8 16,68

2. Lancar 8 16,88

3. Cukup Lancar 12 33,33

4. Kurang Lancax 10 27,77

5. Tidak lancarx 2 05,55

Jumlah 38 100,00 %

Sumber Data : Hzseil Wawancara Penulis Tahun 1995

Berdazarktan date pada tabel terzebut di atas
terlihat bahwa persetujuan teknis dalam proses penguru-

san izin mendiriken bangunan di FEabupaten  Deecrah
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Tingkat II Tana Toraja, nampaknya cukup lancer. Hal ini
terbuktil dengan a&anya responden yang mengatakan
penilaian sangaet lancaer dan lancar masing-masing 6
orang responden atau 16,88 %, selanjutnya yvang
mengatakan pengurusan izin mendirikan bangunan cukup
lancnr ada 12 orang responden atau 33,33 X%, serta yang
mengataekan kureng lasncar sda 10 orang responden ateun
27,77 ¢4 dan yang mengatakan tidak lancar ada 2 orang

responden atan 085,55 %.

3. Persetujuan Administrasi
a. Pemohon menyerankan pada seksi penelitian gaobar
kas permohonan untuk diteliti yang berizi tentang
~ Permohonan izin bangunan {membangun) formulir
izian.
- Surat-surat tanah (bukti pemilikan yang sah)
—~ Berita acara pemeriksaan lokasi yang akan
dibanguni bangunan.
— Persetujuen tetangge {(formulir isilan)
~ Persetujuan menggambar {(formulir 1isian) yang
diizi oleh Desilgner
- Gambar rencana bangunan 4 {expat) setb.
b. Bexrksas vang telah lengkep dzan tidak ada
permasalahan setelah  diparaf oleh sekgi
penelitian gembar dapat diteruskan sebagainana

perhitungan agar dibuat penetazpan pembayaran uang
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sempadan.

¢. Bagian perhitungan membuat penetapan pembayaran
wang sempadan di atas formulir yang sudah
disediakan dan ditanda tanganil oleh jura hitung
terzebut.

d. Hasil penetapan uang seppadan diteruskan kepada
bendzharawan penerima yang akan membrat surat
pengantar pembayaran yang sempadan ke Bank atau
bendaharawsn pemeriksa yang ditunjuk.

e, Pemchon dengan membawa surant pengantar bendaha?g-
wan penerima yang telah ditandangoni kepala
Sempadan dapat membuat uvang sempadan ke benda-
harawan yang ditunjuk dan ﬁeninta tanda terima
prembayaran sempadan pads bendaharawan tersebut.

E. Tandsa terima pembayaran pada Bendaharswan
tersebut untuk disatukanldengan berkas permohonan
izin bangunen atas nama pemchon tersebut.

Untuk wmelihat dengan Jelas tentang tahap
persetnjuan sadministrasi dalam prozes pengurusan
izin mendirikan bangunan tersebut di Eabupatan
Daersh Tingkat II tanc Torsj=n, melalui tanggepan
responden dapat dilihat seperti pads tazbel berikut

ini :
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"Tabel 07" -

Tanggapan Responden Tentang Prosedur Tang Dinilail

Pada Tahap Persetujuan Administrasi Dalarm
Proses Pengurusan Izin Hendirikan Bangunan
di Xabupaten Daerah Tingkat 11
Tana Torajsn

Bo.] Tanggapan Responden (Frekuenci)Prosentase (%)

1. Sangsat Lancar B8 - 18,68

2. Lancar 8 22,22

3. | Cukup Lancar 12 . 3R,23

4. Rurang Lancar . 8 1 22,22

5. Tidak Lancarx 2 05,55
Jumlah 38 100,00 %

Sumber Data : Hasll Wawancara Penulig Tahun 1995

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas

menunjukkan bahwa presedur yang dilzlui respanden"

{pemohon) pada tzhap persetujuan administrasi delam
pengurusan Izin MHendirikan Bangunan di Rabupsaten
Daersh Tingkat II Tana Torsja pada ununnya adalah
cukup lancer. Hel ini terbukti dengan mdanys
responden yang mengatahkan penilaisnnya sangat lancar
yaltu sda 8 orang responden atau 16,887 selanjutnya
yang mengatakan lancar dan kurang lancar masing-
mesing O orané responden atau 22,22 %, serta yang
mengetakan cukup lancar ada 12 orang responden atsau
33,33 %, dan yang mengatakan penilaiannya tidak

lancaxr ada 2 orang responden atau 05,955 .
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4. Penyelesaian Berkas Permohonan Izin Mendiriksn

Bangunan

a.

Seksi Tata Usahs

lYienerime dan memeriksa berkas permohonan 3izin
mendirikan bangunan doari bendeharawan yang telah
digershi sgurgt bokti pembeyaran uvang sempadan.
Seksi Tata Usaha memberikan pada seksi Rooilyn,
untuk melakukan pemerikszan dan mencsntumkan padsa
lembaran disposisi.

Berkas permchonan 3izin mendiriken bangunan
kemudian aken diregister oleh bagiesn tata usaha
dan dilenghsapi dengan :

~ Eeterangan buat pembikinan rumah

~ Blanko kestetapan

Seksi tatz usasha akan meneruskan berkas izin
nendirikan bangunan kepads Dinas Pekerjsan Umum
Tata Xota untuk diperiksa kembali dari segil
teknis.

Setelah selesal pemeriksaan teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Tatz EKota, berkas permochonan
izin mendirikan bangunan akan diteruskan oleh Sub
Dinas Tata KXotz ke sekretariat Dsaerah untuk
diterbitkan izin sementara yang dapat digunekan
oleh pemohon untuk memulai pekenjsan membangun,

sambil menunggu terbitnys izin yang asli,
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Izin A=li akan menyusun kemudian setelah ditanda-
tangani oleh Sekwilda.

Sebelum izin 8s=sli sanpai pada pemohon, pemohon
sebagal pihak hedua dan Sub Dinas Tata EKota
sebagei pihak pertama {(diwakili oleh koordinator
kecamatan,_ Seksi Rooilyn, seksi penelitian
bangunan) diharuskan mendatangani berits acars
premeriksaan yang menyatbtakan bahwa bangunan yang
didiriken bhenar telaﬁ sesual dengan ketentuan
yang tercantum dalam berkas 1zin Hendirikan
Bangunan {(IMB) tersebut.

Perhatikan Izin Mendirikan Bangunan {IiNb)
diserahkan pada  pemohcn untuk digunakan
seperlunya.

Dalam kenyatasn progsedurnya dalam melayani

masyarakat/pemchon untuk menerbitkan izin mendirikan

bangunan setiap tahap prosedur yang dilalui: masing-

mesing pemohon memberikan tanégapan veng berbed=.

Untuk 3itu peda tahap proesedur yang dilaluil pemohon

dalam ranghka penyelesaisn berkas permohonan izin

mendirikan bangunan secara jelas dapat dilihat pads

tabel berikut ini :




Tabel 0O
Tanggapan Responden (Pemohon) Terhadap Prosedur
Yang Dinilal Pada Tahap Penyelesaian Berkas
Dalam Proses Pengurusan lzin Hendirikan
Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat
11 Tana Toraje

Bo.}) Tanggapan Responden} Prekuensi {Prosentase (%)
i. Saqgat Lancar 4 11,11
2.1 Lancar q 25,00
3.1 Cukup Lancar io 27,77
4.1 Xurang Lancar 1o 27,77'
6.1 Tidak Lancar 3 08,33
Jumlah 36

Berdasarken padas tabel tersebut d4i stas
menunjukkan bshwa prosedur yang dilalui pada tahsp
penyelesaian berkas dalam proses pengurusan 3izin
mendirikan bangunan di kahupaéen Doerah Tingkat 11
Tana Toraja mdalah cukup lancar. Hzl ini terbukii
dengan =adanya responden yang mengatakan sangot
lancar ada 4 orsng responden atau 11,11 %,
sclanjutnya yang mengatakan lancar 8 orang responden
atau 25,00 %, serta yang mengatakan cukup lancar dgn
kurang lancar masing-masing ade 10 orang responden
atau 27,77 %, dan yang mengatakan tidak lancar ada 3

orang responden atan 08.33 %,
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B. Konstribusi Penerinaan Retribuasi Izin Hendirikan

Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perencanaan Kota  yang  bersifat  menyeluruh
merupakan fungsi Pemerintah Daerah yang sesual dengan
wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Daerah/Hilayah
dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah menyeleng-
garaksn kooxdinasi atas kegiastan instansi-intansi
vertikal dan Instansi-instansi  Horizontal dengan
Inatansi Dimas Otonom.

Dengsn adanya pemerintah konsisten dengen sistem
pelayanan izin mnendirikan bangunan, meka pemerintah
mempunyal btugas dalam menyusun rencana kota didaerah-
daerah yang harus dilsksanakan gecara bertanggung jawab
oleh pemerintah daerah yang bersangkutan'hdalah sejalan
dengan bunyi pasal 81 ayat C Undang-undang HNomor 5
fahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemsrintahan di Daerah
dan instruksi Presiden Homor 1/1976 tentang pedonan
koordinasi pelaksanaan tuges beberapa Departemen.

Kegistan perencansan pemerintah tersebut dimaksud
kan untul: merangsang dan meninghkatikan kemampuan potenci
dan sumber-~sumber pene;imaan retribusi INB terhadap
pendapatan apli daerah untuk mencapal tujuan
pembangunan dalam rangka meningkatkan sistem pelayansan
izin mendirikan Langunan (;HB) sec;ra maksinal allokasi

sumber-sumber pendapatan antara lain, sumber-gumber

keuvangan, koordinasl pemua keglatan dari berbagni




58

tingkat pelaksansan rencana sistem pelayonan izin
mendirikan bangunan (INB) dan mpenampung mengarahkan
sespirasi masyarakat dalam pelahkganzan kegiatannya.

Dalam kegiatannya dengan sistem pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan dan siklus angpgaran pembangunan,
maksa pemerintah dapat Xkonsisten dzlam mengapbil
kebijakan dalan arti dapat melaksahakan sisten
pelayanan © 1zin Yendirikan Bangunan {IHD) yang
terkandung didalamnysa, colknp rezlistis dan dapat
dilaksanakan sesual dengan kemampuan. Dalam perencanzzn
zistem pelaysnan izin mendirikan bangunan adalsh sustu
usaha  pemerintah untuk mengarahkan dan membentuk
pengembangan suatwe deerazh sehingga dapat menciptakan
pelayanan yang hkonsisten terhadap mpasyarakat yang
menyenangkan bagi warganva.
Balam sistem pelayanan senantiasa diperkirakan masalah
pokok yang timbul  menampung napirasi-aspirasi
masyarakat, serta menggali potensi-potensi yvang
terkandung didalamnya. Pengan kata lain suatu rencana
umbum pembangunan sistem pelayanan izin mendirikan
bangunan oleh pemerintah selain merupoakan suatu
kerangka tindakan dalan pemenuhan kebutuhazn  begi
wurganfa di mass mendstang.

Diengan demikian sebelum izin diberikan kepuda
pemchon untuk mendirikan rumzh bangunan baru atau

mendirikan perusahaan baru,maka lokasi bangunan harus
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di finjau oleh pengelela izin mendirikan bangunan.
Untuk mempercleh izin mondirikan bangunsn bdbaru sgerta
perluassan bangunan dipungut retribusi yang tersebut
retribusi izin mendirikan bangunan.

Salah setu untuk mengukur sejauh =mane aparat

pemerintah kensisten dengan s5istea  pelayanan izin

. mendirikan bangunan (IMB) di Rabupaten Daerah Tingkat

11 Tana Torajs, khususnya pada retribusi izin mendiri-
kan bangunan itu dapat diukur melslui analiss target
dan realisasi. Dalan pengelolaan retridbusi izin
mendirikan bangunan/uang seppadan di Daerah EKabupaten
Paerah Tingkat II Tanza foraja dapat dikatakan bahwa
sudah berjalan dengan efektif bila dilihat dari kemam-
puan meresligasikan target pene;imaén setisp tahun, hal
ini terlihat dengan adanys reallisasi target penerinzan
izin mendirikan bangunan rata-rata dapat melebihi
target penerimaan setinp tzhun.

Untuk mengamatl perkembangan realisasi penerimaan
retribusi  izin mendirikan bangunan/usng  sempadan
tersebut @menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah
dapat mengelola retrbusi izin bangunan dengan baik.
Demikian pula bila dilihat dari perkembangan Jumlah
target vyang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah

mengalami kenaikan setiampr tahun 'dan realisasipun

demikian.

.
w8
a

L
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Untuk melihat 11lebih Jjelas perkembangan izin
mendirikan bangunsn dan Jumlah tardet praogsentase
realisasi penerimaan pengelolasn 1izi  bangunan/uang

*Sepadan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 09
Prosentase Jumlah Target Dan Realisasi Penerimman
Retribusi Pengelolaan 1zin Hendirikan BDangunan
Dalam Tahun Anggarsn 1991/1992-1994/1995

Ha. ) Junlah {Bp)
Tehun Anggsaran Prosentase
Target Realisasi |
1. 1991,/1992 2.575.000 5.975.545] 198,58
2, 1992/1993 22.000.500] 21.244.028 182,40
3. 199371094 125,000,000 68.540.825 523,08
4. 1694/1985 125.000.000}376.165.000 287,04
Jumlah rata-rata 337.975.5001471.925,388) 1172,54

Sumbexr Datn @

bahuwa terlihat adanya rata-rata

Berdasgarkan

Kantor Dinas

pada tabel di

PU Tata Kota Habupaten Datbl
IT Tana Torzja, Tahun 1985.

atas,

nampak Jelas

realisasi penerimean

pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan mencapail

1172,54 ¥ dari target. Untuk tehun anggaran

realisasi penerimaan

1802/1993

realigasi

193,58 %,

pada

penerimaan 162,40 %,

tahon

serta

1991/1982

anggaran

padea

tahun anggaran 1993/1994 realisas} penerimsan 523,99 4,

don pada tahun anggaran 1994/1995 realizasi

menpurun yakni mencapael hanya 287,54 %,

penerimann
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N
Apabila diamati perkembengen realigesi penerirmaan

pengelolaan retribugi izin mendirikan hangunan atau
Uang Sewmpadan Dinas Tata Eota tersebut menuniukkan
bahwa gpemerintah daerah telah dapat kongisten pengelo-
lasn retribugi izin mendirikan bangunan, dengap baik
Lhususnya di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Tana ?‘oraja.
Ini berarti bshun gistem pelaysnan Izin MHendirikan
Bangunan {(I¥D) di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana
Toraja sudah depat berjalan dengan baik.

-

Eendala-Xendala TYang Dihadapi Dalan Menerapkan ,,Sisten
Pelayanan INB -
1. Masalah Personil {Pegawai/Xaryawan)

Personil sebagai parana administrasi dan
mansjemen yang paling menentukan dalam pelaksanaan
suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, dinanﬁq unsur
mantisialah yang mengatur segals unsar leinaya
sehingga unsur dapat didasysgunakan dan dihasil
gunsalten.

Khususnya dalam sistem pelayanan izin mendiri
kan * bangunan, organizsasi Dinas Pekerjaan Unmum Tate
Kota merupakan pelaksana secara fungsional,. untok
melaysni izin mendirikan bangunan dimana dalam
pelaksanaan tugasnya geoecara efekbif diperlukan

adanya duhkungan personil yang memadal untuk mendu-

kung pelaysnan pemberian izin mendirikan bangunan
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kepads masyarakat yang bermohon membangun.

Hemun demikian khususnya dalam lingkungan
Dinas Pekerjoan Unun dewasa ini wmasih dirasakan
kurangnya dukungan dari personil, baik dari segi
kunantitas maupun darl segi kualitsas. )

Dari segi kuantitas nampaknya masih dirasakan
kurangnya Jjumlah pegawai yang melaksanakan tugas di
bidang pengelolaan sistem pelayanan izin mendiriken
bangunan, dalam hal ini Dinas Pekexjasn Umum Daerah
Tingkat 1I Tana Toraja, hal mana terlihat d;ngan
Jelas bahwa jumlah pegawail Dinas Pekexrjasn Umum (PU)
Tata Kotz Daerah masih dibawah formasi yaknl dewasa
ini hanya mencepal sebanyslt 56 orang. Sedangkan
.menurut'fornasi sebanyak 280 orang ini berarti bahwa
hany=a 18,91 % pegawal yang ada daril jumlsh Fform=l.

Selanjutnya bila dilihat daéi kualitas
nasalah personil masih kurang mampu menyelezalikan
tug;snya dengan baik, hal ini dissbabkan karena padsa
umumnys pegawai mempunyel tingkat Pendidiken Sekolah
Hlenengah Tingkat Atas =ztamu sederajat dan magih
kurang mendapatken pendidikan dan latihen sehubungan
dengan tugas yang diembannya itu.

Untuk mengetahui hal tersebut di bawah ini
penulis wengganbarkan secarn jelas keadman Jumlah
pegawal menurut tingkat pendidikan dar golongan

dapat dilihat pada tabel berikut imi




Tabel 10
Keadaan Jumlah Pengawal Henurut Tingkat Pendidikan
Dan Golongan Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Palam Tahun 1994
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Golongan ]
Ho.l Tingksat Pendidikan Jumlah
I II Iit 1V

1.1 Sekolak Dasaxr (DS) 1 2 - - 3
2. SLTP i 2 - 1} 2
3. SLTA - 3% & 1 43
4.) Sarjanzs Huda (D.3) - 2 3 - S
§.1 Sarjasna Lengkap S.1 - - 5 - S
Jumlah i 41 13 1 56

Sumber Date : Kantor Dinas Pekerjaan Umun, Kabupaten

Dati IT Tana Toraja, Tahun 1995.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di  atas

memperhatikan bahwa pengawai yang ndn pada Dinasz

Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I1 Tena Toraja padsa

unumnya adalah kebanyaksn berpendidikan Sakolah

Henengah Tingkat Atas (SHA) sedersjat. .

2. Masalah EKesadaran Hasyarakat

Hasalah kesadaren masyarakat smngat menonjol

yang masih Xkurang mendukung pengelolasan izin

mendirikan bangunan. Kesadaran masysarakat magih

kurang terutama bagi masyarakat ekonomi lomah.

|
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Penulis menyatakan eltononi lemah karena bangunan
vang didirikan wasih bersifat darurat. Dikatakan
demikian, karena selama dssar hukua pengelolaan
pelayanan 1zin mendirikan bangunan di tetapkan di
Daerah Tingkat II Tana Torajs kurang realisasi
retribusi izin bangunan golongan bangunan daruarat,
Dikatakan demikian karena tidak jarang pule tenrjadi
masyarakat telah membangunan rumzh  baru diketahuni
oleh petugaz pnapun demikion petugaspun tidek mampu
mengambil tindskan walaupun desar hukum telah mengi-
katnya, hal ini disehabkan karena wmasyarakat yang
menbangunan rumah darurat mempunyal berbagxi alasan
sanpai mereka tidak membangun. Alasan tersebut yaitu
masyarakat membangun rumsh hanya terpaksa dan masih
bersifat darurat.

Apabila petugas menagih retribusi =masyarakat
menyatakan tidek ada uang. Nantil petugaz wmenluggal-
kan daerah itu rumah darurat bertambah lagi.

Hamun tindakan pembonghkaran tlidak dapat dilaksesnakan
secara kekerasan lagi mengingat foktor sosial daerah
ini.

Untik melihat kurangnya ﬁesadaran masyarakat
aehagai buktl bahwa tidak zatupun masyarakat yang
pexrnah memenuhi kewajibannya, teruvtama masyarakat
vang membangun fasilitas yang bersifst darurat,

dapat dilihat pada tabel beorihut :
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Tabel 11

Perkexbangan Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Yang
Diterbitkan lIzinnys Henurut Jenis Dan Kegunarnnya
Di kabupaten Daerzh Tingket II Tana Toraja

Ro. Jenis dan Keadaan Bangunan
Tahun Anggaron
Permanen Semi Permsnen! Darurat

1. 1991/1992 61 3 -

2. 1992/1993 56 7 -

3. 1983/1984 41 4 -

4. 1994/1895 70 12 -
Jumliah rata-rata 228 26

Sumber Data : Rantor Dinss PU Daereh Dpti II Tana
Toraja 1995.

Berdasarkan pada tabel tersebut nampaknysa
beheraps tzhun terskhir ini, pemerintsh Daersh
Tingksat 11 Tana Toraja hanya memberikan izin
mendirikan bangunan {(IHB) yang bersifat permanen.
Sedangkan 1izin wmendirikan bangunan yrng bersifat
permznen izinnya diterbitkan jumlahnysa sedikit, dan
Jenis bangunan yang bersifat darurat tidak pernzh
diterbitkan izinnya.

Untuk lebih mendukung kenyataan tersebut di
atas perlu dikemukakan bahwa zesuai dengen hasil
wawancara penulis terhadap pengelola izin mendirikan
bangunan pada tanggal 22 Hovember 1?95 menyantakan
bahwa tingkat Lkesadaran masyarakat dJdalaxm meminta

atau membayar retribuzi izin mendirikan bangonan
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mosih relatif rendah dslam kenyataan mane bailt dalaom
meninta maupun didatangl oleh petuges sendiri, anime
masyarakat masih kurang menatuhi tewnjibannya
terutama masyarakat yang tinghkat ekonominya rendah.
Dengan demilkian untuk lebih jelosnyas tentang
sejauh wmana tingkat hesadaran masyarakat dalan
membayar retribusi izin mendirikan bangunan dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

) Tabel 12
Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Kesadarmn
Masyarakat Dalam Pengambilan Izim Bangunan
i Eabupaten Daerah Tingkat I1 Tana Toraja

fo.} Tanggapan Responden }(FrekuensiiProsentase (%)

1. Tinggi 4 11,31

2. Cukup Tingzi 1o 27,77

3. Sedang 12 23,33

4. Kurang 1 8 16,68

S. Tidak ada 4 11,11
Junmlah 30 100,00 %

Sumber Data : Hasil ¥awancara Penulis Tahun 19995

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas
smenuvnjubkkan bohez tingkat kesadaran masyarakat dalao
peigambilan izin mendirilan bangunan di  Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Tana Toraja zadalah sedang. Hal ini

depat  dibuktikan dengan adanya rezponden  yong
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nengsatakan tinggi dan tidak ada  masing-mosing 4
orang responden 11,11 ¥, selanjutnya yang mengatakan
cukup tingzi ada 10 orang atan 27,77 %, yang mengata
k¥an sedang adza 12 orang responden atau 33,33 ¥, dan
vang mengstakan kurzng ada € orang responden atan
18,88 %. Jadi dapat digimpulkan bszhua =xasyarakat
dalam mengambil izin bangunan masih dalamn kategori

relatif sedsng.
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KESINPULAN DAN SARAN-SARAR

A. Kesimpulan

Berdagarkan uraian-uraian terdahulu, make penulis

dapat menarik beberaps kesimpulan asebagal berikut :

1‘

Sistem pelayanan 3izin mendirikan bangunan adalah
merupakan sustu petunjuk teknisz delam melaksanakan
suatu pekerjaan.yang dapat disesuaikan dengan besar
kecilnya volume kexrja yang aksan dilsksenekan,
khususnya di Xabupaten Daerah Tingkat 11 Tanao

Torajsa.

2. Dengan adanya peserintah konsusten dengan sungguh-

sungguh terhadasp sistem pelayanan 3izin mnendizikan
bangunan, maka pemerintah mempunyail tugas dalan
menyusun rencana di wilsyahnya yang harus dilaksana-~
kan secara bertanggung jawsb dalam rangka mencapal
tejuan pembangunan dengan meningkathkan sicten
pelayanan izinn mendirikan bangunsn tersebut.

Rendala~kendala.  yang dihadepi dalam neneorapkan
sistem pelayanan 3izin mendixikan banginan. (INB),
aleh Pemerintah karena kurangnya dukungsn personil
vang memadal untuk menduvkung pengelolann sistem

83




&9

layanan INB kepada masyarakat yang bermohon untuk

wmenbangun .

B. Saran-saran

L

Sebagail konsekuensi penelitian, maka penulis
nengemnukakan beberapa garasn sebagai berxrikut :

1. Hendaknya  kepada pegawai yang bertugas dalam
melayani masyarakat yang bermohon 1izin wmendirikan
bangunan dapat melayani masyarakabt dengan sebaik~
baikhya, untuk itu diperlukan pelayanan yang mantap.

2. Agar kendaraan masyarakat dapat lebih intensif dan
aktif membayer retribusi izin mendirikan bangunan,
naka disarankan hendaknya kepads pemerintash daerah
mengadaken penyuluhan kepada mnasyarakat tentang
dgsar hukur izin mendirikan bangunan dan bila
diesnggap perlu 1lebih tegas menegakkan disiplin
pelayanan lzin Hendirikan Bangunan {(INB) tersebut.

3. Untuk 1lebih meningkatksn sistem pelayanan izin
mendirikan bangunan dJdiperlukan penambahasn  Jumlah
pegawal sesuail dengan formasi yaitn gekitar 208
orang untuk melaksanakan tugas seksi—sgksi pada
Dinas Pekerjsan Umum Daexah. Digampling itu pars
pegewal yang ada perlu diberikan pendidikan dan

latihan sesuni dengan tugas yang diembannya.
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